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ABSTRAK 
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum 
normatif atau penelitian hukum doctrinal. 
Sumber data diambil dari bahan hukum primer, 
yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, Undang-Undang No. 08 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang 
BPJS, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan, Undang-Undang No 44 
Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, bahan 
hukum sekunder yaitu buku-buku, hasil-hasil 
seminar, karya ilmiah maupun hasil penelitian, 
jurnal dan hasil kepustakaan yang lain, serta 
bahan hukum tersier, yaitu kamus atau 
ensiklopedia. Data dianalisis secara yuridis 
melalui kajian komperhensif yang dijabarkan 
secara deskriptif untuk mengambil kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
Perlindungan Hukum Terhadap konsumen 
Selaku Peserta BPJS terdapat dalam Hukum 
Perdata dalam hal ini Hukum Perjanjian, yang 
Perjanjian kerjasama ini tunduk pada ketentuan 
Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdata dan 
mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para 
pihak. Dalam hal ini rumah sakit sebagai mitra 
dari BPJS Kesehatan memiliki kewajiban untuk 
memberikan pelayanan yang optimal kepada 
setiap peserta BPJS Kesehatan. 
Kata kunci : rumah sakit, perlindungan hukum, 
peserta BPJS, konsumen. 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
UndangUndangDasarNegaraRepublikIndone
sia (UUD) tahun1945 alinea yang ke-4, 
menjelaskan tentang tujuan Negara Indonesia, 
salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan 
umum. Berdasarkan Tujuan Negara Indonesia 
sangat jelas bahwa dalam hal ini kesejahteraan 
umum bagi seluruh rakyat menjadi tugas dan 
tanggung jawab pemerintah untuk 
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mewujudkannya. Kehidupan yang sejahtera, 
dan sehat kepada setiap masyarakat, serta 
pemberian pelayanan kesehatan yang baik 
untuk masyarakat juga menjadi tugas dan 
kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya. 
Landasan penyelenggaraan pelayanan 
kesehatannbagi masyarakat diaturndalam 
Undang-Undang DasarNegara 
RepubliknIndonesia (UUD) 1945 padanpasal 
28iH ayat (1): “setiaporang 
berhakhidupsejahtera lahir danmbatin, 
bertempatntinggal dan mendapatkan 
lingkungannhidupnyang baik dannsehatnserta 
berhaknmemperoleh pelayanan kesehatan.” 
Negara pada umumnya bertugas dan 
berkewajiban untuk memberikan jaminan sosial 
kepada seluruh rakyatnya, karena jaminan 
sosial bersifat universal dan berlaku secara 
umum kepada setiap masyarat, keberadaan 
jaminanmsosial merupakanihaklyang melekat 
kepadalsetiap wargainegara, yang menjamin 
hakikat keberadaan setiap orang. Pemerintah 
Indonesia saat ini memusatkan perhatian tidak 
hanya pada pembangunan dalam bidang 
infrastruktur atau pembangunan dalam bentuk 
fisik namun pemerintah Indonesia juga 
menunjukan perhatiannya dalam 
pembangunan di bidang Kesehatan hal ini tentu 
tidak lepas dari tujuan pemerintah 
untuknmenjamin setiaplwarga Negara  agar 
mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, 
serta memberikan Jaminan Kesehatan bagi 
setiap masyarakat hal ini tentu berdasarkan 
UndangnUndang DasarlNegara 
RepubliklIndonesia (UUD) 1945pasal 34ayat (2) 
“Negaralmengembangkan 
sistemljaminansosialibagi seluruhirakyat dan 
memberdayakanimasyarakat yang lemah dan 
tidakmampulsesuai dengan martabat 
kemanusiaan” dan ayat (3) 
“Negaranbertanggungjawabnatas 
penyediaanbfasilitas pelayananlkesehatan dan 
fasilitaslpelayananumumlyanglayak.” 
Kesehatanmmerupakan bagianmterpenting 
dari kehidupanbmanusia dan merupakanmtolak 
ukurndalam menentukanbkesejahteraan 
masyarakatidalam suatu negara. 
Tanpankesehatan manusialtidakakan 
produktifnuntuk hidup layak secara 
ekonomindan menjalaninpendidikan 
yangnbaik. Begitunjuga tanpa ekonomi yang 
baik, manusiantidak akan dapatimemperoleh 
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pelayananbkesehatan yangnbaik serta 
pendidikanbyang baik.3 
Peningkatan kesehatan merupakan salah 
satu dari bentuk pengembangan aspek fisik 
atau biologis manusia.4terwujudnyadstandar 
pelayananmkesehatan yanghoptimal 
sepertioyang tertuanghdalam Pasal 2 Undang-
Undanghtentang Kesehatan No 36 tahun 2009 
yaitu: 
“pembangunan kesehatan diselenggarakan 
dengan berdasarkan perikemanusiaan, 
keseimbangan, manfaat, perlindungan, 
penghormatan terhadap hak dan kewajiban, 
keadilan, gender, dan nondiskriminatifdan 
norma-normaagama” dan Pasal 3 
“pembangunan kesehatan bertujuan 
meningkatkankesadaran, kemauan, dan 
kemampuan hidupsehat bagi setiap orang 
agar terwujud derajat kesehatanmasyarakat 
yangsetinggi-tingginya, sebagai invenstasi 
bagi pembangunan sumber daya manusia 
yang produktif secara sosial dan ekonomis. 
Pelayanan Kesehatan baik dari segi fisik 
maupun non fisik pada dasarnya harus memiliki 
usaha yang luas dan menyeluruh untuk 
meningkatkan kulitas pelayanannya, 
peningkatan kualitas pelayanan hidup manusia 
dibidang kesehatan sehingga standar pelayanan 
kesehatan dapat terpenuhi. 
Program Badan Penyelenggara Jaminan 
Kesehatan yang dibuat pemerintah, 
mempermudah masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan baik dari masyarakat 
dengan ekonomi lemah, maupun dengan 
ekonomi tinggi dengan pelayanan primer 
sampai pada pelayanan sekunder berdasarkan 
tugasiutama BPJS Kesehatanmyaitu 
menyelenggarakanmJaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) bagi wargamnegara Indonesia. 
Pelayananlkesehatan yangidijamin olehjBPJS 
mencakup pelayananmpromotif, 
preventif,ikuratif, dan rehabilitative termasuk 
pelayanan obat danmbahan medisdhabis 
pakaiusesuai kebutuhankmedis 
yanghdiperlukan.5 
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
BPJS, mewajibkan seluruhvrakyat 
Indonesiabmengikuti programlBPJS Kesehatan. 
Faktanya, justru kerap didapati pasien peserta 
BPJS mendapatkanjpelayanan yang tidak 
memuaskan dari pihak rumah rumah sakit, 
ditolak pihak Rumah Sakit. Beberapa di 
antaranya, sampailmeninggal karenabtidak 
memperoleh ataufmendapatkan 
pelayananbyang optimaljdan pelayanan yang 
prima dari pihak Rumah Sakit. 
Tidak maksimalnya layanan kesehatan mitra 
kerja menjadi salah satu prioritas persoalan 
yang dicarikan solusi, seperti keluhan terkait 
layanan kesehatan di rumah sakit yang 
beragam. Mulai dari ditolaknya pasien dengan 
alasan ruang pelayanan penuh hingga 
perbedaan perlakuan antara peserta BPJS 
dengan pasien umum. Buruknya pelayanan dari 
mitra BPJS tersebut sangat merugikan pasien 
BPJS yang telah melaksanakan kewajibannya 
sebagai peserta BPJS Kesehatan.6 
Peserta BPJS Kesehatan sering sekali 
mengalami ketidak puasan terhadap pelayanan 
di Rumah Sakit, hal ini dapat kita lihat dari 
berbagai macam kasus yang terjadi antara lain: 
yang mengakibatkan meninggalnya seorang 
pasien pemegang kartu Jamkesmas (Peserta 
BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran) 
dengan alasan kamar penuh oleh Rumah Sakit 
Umum Sumberejo yang berada di kota 
Bojonegoro, Jawa Timur pada tanggal 26 
Februari 2016. Kasus penolakan pasien 
Jamkesmas di RSUD SumberejolBojonegoro 
merupakan salah satu contoh pelanggaran yang 
merugikan pihak peserta BPJS Kesehatan.7 
Perlindungan Hukum bagi konsumen 
mendapat perhatian yang cukup dari 
berbagai kalangan khususnya dalam hal yang 
menyangkut undang-undang atau aturan-
aturan yang tujuannya adalah untuk 
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memberikan kesejahteraan kepada 
masyarakat.Keseimbangan Hubungan Hukum 
merupakan hal penting dan hal yang utama 
yang harus dijaga serta di tingkatkan, sehingga 
adanya Perlindungan hukum bagi setiap 
konsumen sangat dibutuhkankhususnya 
perlindungan hukum kepada peserta BPJS 
Kesehatan. Berdasarkan masalah yang terjadi 
terhadap peserta BPJS dapat kita lihat bahwa 
pelayanan di rumah sakit pada peserta BPJS 
belum optimal, maka penulis tertarik untuk 
memilih judul “Perlindungan Hukum Terhadap 
Konsumen sebagai Peserta BPJS pada 
Pelayanan di rumah Sakit.” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah di paparkan 
sebelumnya, dapat diambil 2 (dua) rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah 
PerlindunganlHukumTerhadap 
Konsumenbsebagai peserta BPJS 
Kesehatan Pada Pelayananjdi 
RumahlSakit? 
2. Bagaimanakah tanggungljawab rumah 
sakit terhadabperserta BPJS Kesehatan 
atas pelayananlyang tidakbmemuaskan?  
 
C. Metodologi Penelitian 




normatiflmenurut SoerjonolSoekanto dan Sri 
Mamudji, disebutjpula sebagaifpenelitian 
hukumbkepustakaan.8  Karena sebagai 
penelitianlhukuminormatif, maka 
digunakanjbeberapa pendekatantyang 
digunakan dalamlmembahas penelitianlini 
yakni (1) pendekatanjperundang-undangan; 
dan (2) pendekatanlKonseptual 




Untukjmendapatkan datalyang dibutuhkan, 
makajsumber dataldiperoleh darijbeberapa 
                                                 
8
 SoerjonojSoekanto danlSri Mamudji. 2001. 
PenelitianlHukum Normatif  SuatuiTinjauan Singkat. 
Kajarta; Raja GrafindojPersada.23 
9
Suratman 2013.Metode Penelitian Hukum. Bandung; 
Alfabeta. 66 
badanfhukum, yanglmeliputi :(1) Bahan 
hukumnprimer;(2). Bahan hukumnsekunder; 
dan (3) Bahanlhukum tersier. 
3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 










deduksilyaitu dengan mengumpulkanjdata-data 
yangkbersifat khususimenuju padaisatu 
gambaran umum berdasarkanlpada 
aspekjhukum normatif.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 
sebagai Peserta BPJS Pada Pelayanan 
Kesehatan di Rumah Sakit 
1. Hubungan Kontraktual antara Peserta BPJS 
dan BPJS Kesehatan 
Pasalb1320 KUHPerdata memuatlempat 




ataukdapat ditentukan, danksebab-sebab 
yanglhalal.10Hubungan kontraktual 
antarajpeserta BPJS dan BPJS 
KesehatanbMenurut Pasal 1 Angka 4 
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang 
BPJS, dirumuskan bahwa, “Pesertakadalah 
setiapcorang, termasuklorang asing 
yangibekerja paling singkatd6 (enam) 
bulankdi Indonesia, yangltelah 
membayarjiuran.” 
2. Hubungan Kontraktual antara BPJS 
Kesehatan dan Rumah Sakit 
Rumah Sakitbmerupakan salahmsatu 
fasilitaswpendukung dalam 
menyelenggrakanbupaya 
pelayananjkesehatan, dan merupakan 
bagian penting yang untuk memberikan 
pelayanan kesehatan kepada setiap orang 
dalam memperoleh kesembuhan.Perjanjian 
kerjasama antarabrumah sakitmdengan 
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BPJS Kesehatan pada 
pelaksanaanyamberdasarkan hokum 
perjanjian yangjtertuang dalam Peraturan 
Presiden No. 19 Tahun 2016 
tentangmPerubahan KeduajAtas 
PeraturaniPresiden No. 12 Tahun 2013 yang 
menjadimlandasan dilaksanakannya 
perjanjianlkerjasama dalamlProgram 
Jaminan KesehatanmNasional (JKN), 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 
Tahun 2013 juga menjadilaturan dasar 
perjanjianmkerjasama, peraturan menteri 
Kesehatan tersebut juga menjelaskan 
adanya syarat-syarat setiap fasilitas 
penyedia jasa layanan kesehatan dengan 
BPJS Kesehatan yang melaksanakan 
kerjasama. 
 
1. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan 
serta Pelayanan Kesehatan Yang Di Jamin 
Oleh BPJS Kesehatan Pada Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan 
(Rumah Sakit) 
Perlindngan Hukum terhadap Peserta BPJS 
Kesehatan merupakan suatu akibat hukum dari 
adanya suatu hubungan kontraktual yang 
disepakati oleh masyarakat dan BPJS 
Kesehatan, pada dasarnya masyarakat harus 
mengetahui terlebih dahulu apabyang 
menjadijhak dan kewajiban dari masyarakat 
ketika terikat kontrak dengan BPJS Kesehatan, 
dalam peraturan Peraturan BPJS Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan 




memperoleh pelayananlkesehatan;  





c. Mendapatkanbpelayanan kesehatancdi 
fasilitasmkesehatan yang 
bekerjasamajdengan BPJS kesehatan; 
dan  
d. Menyampaikanlkeluhan/pengaduan, 
kritikidan saranjsecara lisanfatau 
tertulisjke KantortBPJS kesehatan. 
KewajibanlPeserta  
a. Mendaftarkanldirinya dan 
anggotajkeluarganya sebagaifpeserta 
BPJS kesehatan.  
b. Membayartiuran.  
c. Memberikanjdata dirinyahdan 
anggotalkeluarganya secarajlengkap dan 
benar.  
d. Melaporkancperubahan datajdirinya 
dantanggota keluarganya, antara 
lainvperubahan golongan, pangkat, 
ataulbesaran gaji, pernikahan, 
perceraian. 
 
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 
BPJS Pada Pelayanan Kesehatan di Rumah 
Sakit yang tidak Memuaskan 
Perlindungan hukumbterhadap hak-hak 
pasien BPJS telahmdiatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dalam Hal ini Hukum 
Perjanjian, dan juga beberapa Undang Undang 
yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
Undang-Undang BPJS, Undang-Undang Praktik 
Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan dan 
Undang-Undang Rumah Sakit. Dalam semua 
undang-undang tersebut mengatur hak-hak 
pasien terutama untuk hak pasienkuntuk 
mendapatkan pelayananmdan fasilitas 
yangmbaik untukjkesehatannya.  
 
B. Tanggung jawab BPJS Kesehatan Dan 
Rumah Sakit Terhadap Peserta BPJS Atas 
Pelayanan Yang Tidak Memuaskan 
1. Defisit Badan Penyelengara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan 
Selamaltiga tahun terakhirbkeuangan BPJS 
selaluknegatif. Padaktahun 2014 
defisitjanggaran perusahaanjpublik 
itubmencapai Rp. 3,3 triliun. Angkavitu 
membengkaklmenjadi Rp. 5,7 triliunlpada 
tahun 2015 dan Rp9,7 triliunlpada 2016, 
sertalpada akhirjtahun 2017 menjadilsekitar Rp. 
9 triliun.11 
Masalah defisit BPJS Kesehatan memang 
merupakan masalah yang sangat penting 
karena BPJS Kesehatan merupakan badan resmi 
di bawah Presiden yang ditunjuk untuk 
mengemban jaminan sosial di bidang kesehatan 
                                                 
11
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diakses di Manado 4 April 2019.  
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untuk masyarakatdan jaminan sosial itu sendiri 
merupakan amanat konstitusi, dalam rangka 
perwujudan sistemkjaminan sosialjnasional. 
BPJS Kesehatan memiliki tugas yang mulia, 
yaitu menjamin pembiayaan Program JKN-KIS 
bagi seluruh masyarakat Indonesia. 
Defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan 
juga berimbas pada pembayaran yang terjadi di 
rumah sakit, ada beberapa keterlambatan 
pembayaran oleh BPJS Kesehatan yang 
mengakibatkan beberapa Rumah Sakit Harus 
Merujuk pasien ke Rumah Sakit yang lain yang 
masih memiliki alat serta stok obat yang 
dibutuhkan oleh peserta BPJS tentu kalau 
dilihat defisit yang terjadi ternyata 
mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah 
Sakit. 
Defisit keuangan yang terjadi pada BPJS 
Kesehatan menurut penulis harus menjadi 
perhatian khusus bagi pemerintaah, dalam hal 
ini pemerintah harus menetapkan besaran 
iuran yang rasional, meningkatkan kepatuhan 
pembayaran iuran oleh peserta, meningkatkan 
efesiensi dan efektivitas pelayanan di rumah 
sakit serta mendorong lebih keras upaya 
promotif dan preventif kesehatan masyarakat 
untuk menurunkan angka kesakitan 
masyarakat. 
2. Tanggung Jawab BPJS Kesehatan terhadap 
Peserta BPJS Atas Pelayanan yang tidak 
Memuaskan 
BPJS pada dasarnya mempunyai tanggung 
jawab kepada konsumen selaku peserta BPJS 
Kesehatan yaitumemberikan informasi yang 
dibuthkan oleh peserta mencakup pelayanan, 
dan hak-haklapa saja yang diperoleh oleh 
peserta BPJS Kesehatan, sehingga jika terjadi 
tindakan-tindakan dari pihak rumahjsakit yang 
merugikan peserta BPJS Kesehatan, maka 
peserta dapat melaporkan tidakan tersebut 
kepada BPJS Kesehatan danjmenindak 
lanjutinya. Haljtersebut seperti 
yangbdisebutkan dalamvUndang-Undang No 24 
Tahun 2011 tentangtBadan 
PenyelenggaralJaminan SosialjPasal 10 huruf g 
dan Pasal 13 huruf e dan f. Selain ituljuga 
diaturtdalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3),  
PeraturanbPresiden No. 19 Tahun 2016 
tentangtPerubahan KeduajAtas 
PeraturanrPresiden No. 12 Tahun 2013 
tentangbJaminan Kesehatanvyang berbunyi: 
“(1) Dalamkhal Peserta tidakbpuas 
terhadaptpelayanan JaminanjKesehatan 
yangkdiberikan olehlFasilitas Kesehatan 
yanglbekerja samajdengan BPJS Kesehatan, 
Pesertajdapat menyampaikan 
pengaduanlkepada FasilitastKesehatan 
dan/ataulBPJS Kesehatan. (3) Penyampaian 
pengaduanlsebagaimana dimaksudtpada ayat 
(1) danlayat (2) haruscmemperoleh 
penangananldan penyelesaianqsecara 
memadaildan dalamfwaktu yangksingkat 
sertapdiberikan umpanjbalik ke pihakqyang 
menyampaikan.” 
3. Tanggung Jawab Rumah Sakit Kepada 
Peserta BPJS atas Pelayanan yang tidak 
memuaskan berdasarkan Wanprestasi 
Rumah sakit yang dianggap gagal memenuhi 
harapan pasien untuklmendapatkan 
pelayananmkesehatan yang prima, 
penyembuhan dan pemulihan kesehatannya, 
padahal pasien telah memenuhi seluruh 
kewajibannya termasuk membayar biaya 
penyembuhan atau iuran dan pemulihan 
kesehatan mereka selama merekagberobat dan 
atau dirawat di rumah sakit tersebut akibatnya 
terjadilah wanprestasi yang timbul akibat tidak 
terpenuhinya hak dari peserta 
BPJS.Pertanggungljawaban rumah sakit 
dalambhukumbkeperdataan, meliputi 
pertanggungjawabanmdalam haljwanprestasi 
sebagailtanggung jawabjkontraktual.  
MenurutPasal 46 Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2009 TentanglRumah Sakit, 
menyebutkanmtanggung jawab hukumlrumah 
sakit adalahmrumah sakit bertanggung 
jawabmsecara hukum terhadaplsemua 
kerugian yanghditimbulkan atas 
kelalaianmyang dilakukankoleh tenaga 




Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini 
menarik kesimpulan sebagai berikut:   
1. Dalam menjalankan Program Jaminan 
Sosial khususnya pelaksanaan BPJS 
Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan tentu 
mendapatkan Perlindungan Hukum 
sebagaimana yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, 
Undang-Undang No 24 Tahun 2011 
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tentang BPJS, Undang-Undang No 44 
Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, 
Undang-Undang No 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan dan Undang-Undang 
No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen.   
2. Tanggung Jawab BPJS Kesehatan Pada 
Peserta BPJS Kesehatan yaitu 
memberikanminformasi yang dibuthkan 
oleh peserta mencakup pelayanan, dan 
hak-hak apa saja yang diperoleh oleh 
peserta BPJS Kesehatan, sehingga jika 
terjadi tindakan-tindakan dari pihak 
rumah sakit yang merugikan peserta BPJS 
Kesehatan, maka peserta dapat 
melaporkan tidakan tersebut kepada 
BPJS Kesehatan.  
Tanggung Jawab Rumah Sakit Sebagai 
Fasilitas Penyedia Layanan Kesehatan 
secara hukum yaitu rumah sakit harus 
menanggung/bertanggungljawab atas 
semuajkerugian yangmditimbulkan baik 
oleh tenaga kesehatanbmaupun pihak 
Rumah Sakitbyang melakukanktindakan 
yang merugikanmKonsumen sebagai 
Peserta BPJS Kesehatan.  
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran 
yang dapat diberikan kepada masing-masing 
pihak baik pasien peserta BPJS Kesehatan 
maupun pihak rumah sakit dan pihak BPJS 
Kesehatan adalah sebagai berikut: 
1. Pihak peserta BPJS Kesehatan harus 
mengetahui dan memahami hak dan 
kewajiban sebagai pasien maupun 
sebagai peserta BPJS Kesehatan, 
melaksanakan kewajiban yang telah 
ditetapkan sesuai dengan regulasi yang 
mengatur, dan sebaiknya pada kontrak 
yang nanti akan disepakati secara 
bersama baik dari peserta BPJS, pihak 
BPJS, maupun Rumah Sakit dalam 
kontraknya sesuai dengan open sistem 
segala resiko disertakan atau dimuat 
dalam kontrak atau perjanjian. 
2. Peserta BPJS Kesehatan Pada dasarnya 
telah membayarkan iuran atau 
melaksanakan apa yang menjadi 
kewajibanya kepada BPJS Kesehatan. 
Sehingga perlu adanya pembenahan 
khususnya dari pihak rumah sakitldalam 
mengatur sistem pelayananbkepada 
setiap pasienikhusnya kepada peserta 
BPJS Kesehatan, sehingga tidak ada 
pembedaan-pembedaan antara pasien 
jalur umum dan pasien BPJS Kesehatan, 
sosialisasi kepada peserta BPJS 
Kesehatan juga diperlukan agar peserta 
dapat mengetahui hak-hak apa saja yang 
dijamin oleh BPJS Kesehatan, dan BPJS 
Kesehatan juga harus membuka unit 
pengauduan di setiap rumah sakit untuk 
mempermudah Peserta BPJS dalam 
melakukan pengaduan terkait pelayanan 
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di Manado pada hari selasa, 5 
November 2018  
Situs Berita BBC “BPJS Kesehatan terus defisit, 
bakal terapkan konsep berbagi biaya 
atau tarik pajak rokok” 
http://www.bbc.com/indonesia/indo
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